
 

 68 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan sebagai 

berikut : 

Divisi profesi dan pengamanan (divpropam) sudah berjalan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

begitu pula dengan Bidpropam Polda Yogyakarta. Tetapi masih perlu 

pembenahan guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat. Upaya dan fakta 

konkret yang dilakukan fungsi propam dalam mencegah pelanggaran kode 

etik profesi dan disiplin anggota polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta antara 

lain menjalankan secara rutin apel pagi dan siang kepada seluruh kesatuan 

Polri, melaksanakan razia rutin dan kontinyu di tempat-tempat hiburan malam 

yang disinyalir adanya anggota Polri yang singgah di tempat tersebut kecuali 

karena perintah dinas dan razia kendaraan bermotor bagi anggota Polri, 

mengikuti rakernas yang dilaksanakan oleh Divpropam dan diikuti oleh 

seluruh Bidpropam, Kabid 2 kali dan Kasubbid 1 kali, bekerja sama dengan 

pihak LSM dalam mekanisme dan pengawas rekruitmen anggota Polri serta 

pelayanan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada anggota Polri 

dengan cara sidak dan melakukan rapat koordinasi di Polres, Poltabes dan 
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Polsek dan membetuk citra dan stigma yang baik kepada masyarakat sehingga 

masyarakat tidak memandang buruk profesi polisi. Contohnya Polda DIY 

membuat slogan diawal 2011 “ polisi simpati kesan pertama dari sebuah 

senyuman ” serta yang terpenting dalam hal penegakan hukumnya sebagai 

Divpropam menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap anggota Polri yang 

melakukan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri sesuai Peraturan 

Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polisi dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin Anggota Polri. 

 

B. Saran 

  Atas dasar pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai upaya divpropam dalam mencegah pelanggaran kode etik profesi 

dan disiplin anggota polisi di daerah istimewa Yogyakarta, maka perlu 

dipertimbangkan saran-saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya fungsi propam lebih dewasa dan siap menghadapi 

permasalahan yang semakin kompleks, tentunya dengan koordinasi 

dengan seluruh elemen yang ada di Negara Indonesia ini. Mau atau tidak 

mau, siap atau tidak siap Polri harus berbenah untuk menjadi lebih baik 

dari sekarang dan berjalan tanpa kehilangan arah sesuai relnya (tugas dan 

fungsinya) 
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2. Mengingat Polri merupakan bagian dari warga sipil, hendaknya hukum 

militer yang diadopsi dari TNI dipertimbangkan eksistensinya untuk 

memenuhi pelayanan masyarakat yang lebih baik. 

3. Diperlukan sebuah master plan atau langkah-langkah tepat dan cerdas 

yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan 

pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri, sehingga eksistensi Polri 

dalam menjalankan perannya sebagai fungsi propam tetap terjaga. 

Penulis ambil contoh Polri manfaatkan peluang sekecil apapun dengan 

melakukan terobosan atau inovatif baru, misal sosialisasi lewat web atau 

melakukan kegiatan yang sekiranya akan membentuk sinergi antara Polri 

dengan masyarakat.  

4. Pelayanan menjadi modal utama bagi Polri karena dengan adanya 

pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu barometer 

masyarakat dalam membentuk citra Polri. 

5. Untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin Polri, 

disamping berdasarkan ketentuan dan peaturan yang berlaku hendaknya 

Polri menerapkan multidisipliner yaitu pendekatan dengan disiplin-

disiplin ilmu lain. Karena terkadang permasalahan pelanggaran yang 

semakin kompleks tidak dapat diselesaikan dengan disiplin ilmu hukum 

semata. 

6. Hendaknya fungsi propam segera berbenah diri menjadi bersih, ibarat 

sapu jika ingin menyapu bersih gunakanlah sapu yang bersih pula jangan 
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memakai sapu yang kotor malah akan semakin membuat kotor. 

Mengingat masih banyak pekerjan rumah yang harus diselesaikan oleh 

fungsi propam yaitu masih banyak pelanggaran yang dilakukan anggota 

Polri dan belum terselesaikan 

7. Pengawasan anggota Polri bukan hanya sebatas internal Polri saja, 

hendaknya seluruh warga Negara Indonesia ikut berpartisipasi. Tanpa 

kita sadari atau tidak, kita sangat membutuhkan eksistensi organisasi 

Polri dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Indonesia. Polri 

sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat walau terkadang sebagian 

masyarakat tidak mengakui eksistensinya.  
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Daftar Pertanyaan : 

1. Jenis-jenis apakah penyebab terjadinya pelanggaran kode etik 

profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY? 

2. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya pelanggaran kode etik 

profesi polisi dan disiplin Polri yang terjadi di DIY? 

3. Upaya apakah yang dilakukan Divpropam dalam mencegah 

terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri 

yang terjadi di DIY? 

4. Bagaimanakah proses pemeriksaan dan penyelesaian permasalahan 

pelanggaran kode etik profesi polisi dan disiplin Polri oleh 

Divpropam di DIY? 

5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Divpropam dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi polisi dan 

disiplin Polri yang terjadi di DIY? 
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